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ABSTRAK 

 Hukum pidana internasional mengatur penerapan hukum terhadap kejahatan yang didefinisikan sebagai kejahatan 

internasional yang persidangannya dapat dilakukan di dalam negeri atau internasional. Penerapan hukum pidana 

internasional bergantung pada pengadilan nasional dan beberapa kejahatan dapat diadili secara internasional. 

Salah satu fungsi hukum pidana internasional adalah memberikan solusi terhadap permasalahan pidana 

internasional. Realitas penerapan hukum pidana internasional dengan pengadilan yang disesuaikan dengan 

pengadilan internasional ditunjukkan dengan adanya Nuremberg International Military Tribunal (TIMI), Mixed 

Court, dan Court of Justice. Pengadilan Militer di Tokyo (IMTT). 

Sedangkan pemberantasan kejahatan internasional dilakukan oleh pengadilan nasional, misalnya di Indonesia 

terdapat pengadilan HAM dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan teroris. Pelanggaran hak asasi manusia yang 

serius dan pelanggaran teroris telah dinyatakan sebagai kejahatan internasional. Pengadilan hak asasi manusia 

diatur dengan undang-undang no. Keputusan No. 26/2000 tentang pengadilan hak asasi manusia memberikan 

dasar hukum bagi pengadilan para pelaku kejahatan hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pelanggaran HAM 

berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus mencoreng keadilan di Indonesia.  

Hingga saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi pada masa Orde Baru. Namun 

permasalahan ini belum terselesaikan secara jelas dan adil, sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia 

internasional. Pemulihan supremasi hukum masih menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses 

reformasi telah berlangsung selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1998 hingga 2023, masih diperlukan upaya untuk 

mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih mendalam terkait pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum nasional dalam kasus 

pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia serta peneliti juga ingin meneliti tentang bentuk penyelesaian 

terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan 

pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran 

HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di 

Indonesia. 

 

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Nasional, Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, 

Keadilan 

 

 
ABSTRACT 

 International criminal law regulates the application of law to crimes that are defined as international crimes 

whose trials can be carried out domestically or internationally. The application of international criminal law 

depends on national courts and some crimes can be tried internationally. One of the functions of international 

criminal law is to provide solutions to international criminal problems. The reality of the application of 

international criminal law with courts adapted to international courts is demonstrated by the Nuremberg 

International Military Tribunal (TIMI), Mixed Court, and Court of Justice. Military Tribunal in Tokyo (IMTT). . 

Meanwhile, the eradication of international crimes is carried out by national courts, for example in Indonesia 

there are human rights courts and prosecutions for perpetrators of terrorist crimes. Serious human rights 

violations and terrorist offenses have been declared international crimes. Human rights courts are regulated by 

law no. Decision no. 26/2000 concerning human rights courts provides the legal basis for trials of perpetrators 

of serious human rights crimes in Indonesia. Gross human rights violations in Indonesia are a phenomenon that 

continues to tarnish justice in Indonesia. 

Until now, there are many cases of serious human rights violations which are suspected to have occurred during 

the New Order era. However, this problem has not been resolved clearly and fairly, in accordance with 
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international human rights law standards. Restoring the rule of law is still a serious obstacle for Indonesia and 

even though the reform process has been going on for 25 years, namely from 1998 to 2023, efforts are still needed 

to realize, promote and protect human rights. Thus, researchers want to conduct more in-depth research regarding 

the influence of international criminal law on national law in cases of human rights violations that occur in 

Indonesia and researchers also want to research forms of resolution for cases of human rights violations that 

occur in Indonesia. By using normative juridical research methods, namely legal research carried out by 

examining secondary data with an emphasis on literature study. So that the results of the research can determine 

the factors that cause serious human rights violations to remain unresolved in Indonesia and the efforts that can 

be made to resolve serious human rights violations in Indonesia. 

 

Keywords: International Criminal Law, National Criminal Law, Human Rights, Human Rights Court, Justice 

 

 

PENDAHULUAN 

        Hukum pildana ilntelrnasilonal adalah selpelrangkat aturan dan prilnsilp hukum pildana yang 

melngatur keljahatan ilntelrnasilonal. 1  Kasus keljahatan yang selrilng telrjadil adalah telntang 

pellanggaran Hak asasil manusila, Hak Asasil Manusila melrupakan salah satu cilril nelgara hukum 

yang pelrlu dilakuil dan dillilndungil. Hak Asasil Manusila adalah hak asasil manusila yang dilpelrolelh 

dan belrtahan delngan kelhadilrannya dil masyarakat. Hak ilnil tildak melndilskrilmilnasil eltnils, 

kelbangsaan, ras, agama, kellas sosilal atau asal gelndelr. Karelna hak asasil manusila belrsilfat 

unilvelrsal.2 

        Dil Ilndonelsila, sellailn mellilndungil hak asasil manusila selcara hukum, pelmelrilntah belrupaya 

melmbangun lelmbaga yang belrtanggung jawab dalam melnelgakkan dan melngatur pelraturan 

telrkailt hak asasil manusila, yang bilasa kilta selbut delngan Lelmbaga Nasilonal Hak Asasil Manusila. 

Komilsil Hak Asasil Manusila (Komnas HAM) dan keladillan hak asasil manusila. 

        Namun, ilsu hak asasil manusila (HAM) sellalu melnjadil priloriltas pelntilng dalam kontelks 

pelnelgakan hukum dil Ilndonelsila. Seljak Prelsildeln Soelharto melnilnggalkan jabatannya pada tahun 

1998 dil telngah gellombang relformasil, Ilndonelsila bellum mampu melnanggapil belrbagail tuduhan 

pellanggaran hak asasil manusila yang selrilus dil Ilndonelsila. Pada tahun 1999, seltellah telrbelntuknya 

kelrangka hukum hak asasil manusila, seljumlah tuntutan hukum hak asasil manusila tildak pelrnah 

telrwujud, bahkan hillang tanpa kabar. Hal ilnil melndorong kilta untuk mellilhat lelbilh delkat 

bagailmana upaya yang dapat dillakukan untuk melngatasil pellanggaran HAM belrat dil masa lalu 

yang hilngga saat ilnil bellum telrsellelsailkan, guna melnjamiln keladillan bagil para korban dan 

keladillan sama selkalil bellum dilcapail olelh para pelncaril keladillan.  

        Dil Ilndonelsila, melnurut data yang dilhilmpun Kontras, seltildaknya telrdapat 36 kasus 

pellanggaran HAM yang hilngga kilnil bellum telrdeltelksil. Kasus Wamelna tahun 2003 mungkiln 

bilsa melnjadil contoh. Pada haril Paskah, selkiltar 25 delsa dil Wamelna dilsapu belrsilh olelh kellompok 

tak dilkelnal. Melrelka melncoba melmbobol gudang selnjata dil markas Kodilm 1702/Wamelna. 

Akilbat keljadilan telrselbut, Komnas HAM melncatat 9 orang melnilnggal dunila dan 38 orang luka 

belrat. Tilm Khusus Komnas HAM Papua mellakukan pelnyildilkan Otoriltas Kelhakilman 

Profelsilonal telrhadap dua kasus antara 17 Delselmbelr 2003 hilngga 31 Julil 2004. Namun, 

Keljaksaan Agung melnolak hasill laporan Komnas HAM delngan alasan tildak lelngkap.< 

br>Tildak hanya iltu Bagil masyarakat, pellanggaran HAM juga selrilng telrjadil dil kalangan pellajar 

yang ilkut aksil massa. Trageldil Trilsaktil melnjadil buktil kelhelbatan selnjata telrhadap mahasilswa tak 

belrselnjata. Pelrilstilwa 12 Melil 1998 melnyelbabkan elmpat mahasilswa Unilvelrsiltas Trilsaktil telwas 

dan puluhan lailnnya luka-luka akilbat pelnelmbakan selmbarangan telrhadap selkellompok 

pelngunjuk rasa yang seldang melngutarakan pandangan masyarakat Ilndonelsila saat iltu. Hilngga 

                                                           
1 Wahyu,"The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law", Vol 9 No 2 Tahun 2019 
2 https://literasihukum.com/2023/02/21/pengaruh-hukum-pidana-internasional-terhadap-hukum-pidana-

nasional-negara-berdaulat/ diakses pada tanggal 24 Januari 2024 
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saat ilnil, masilh telrdapat lubang hiltam dalam ilmplelmelntasil hak asasil manusila dan suprelmasil 

hukum dil Ilndonelsila.3 

        Melnurut Jaksa Agung ST Burhanuddiln, telrdapat kelndala dalam melndeltelksil pellanggaran 

hak asasil manusila. Rapat kelrja Keljaksaan Agung dan Komiltel IlIlIl DPR melnyelbutkan pada 

hakelkatnya ada dua kelndala dalam pelnanganan kasus pellanggaran HAM belrat. Hal ilnil belrmula 

karelna adanya pellanggaran HAM belrat yang telrjadil dil Ilndonelsila. Seljauh ilnil, bellum ada 

pelngadillan khusus yang harus melnunggu usulan DPR belrdasarkan seljumlah pellanggaran HAM 

belrat atau kelputusan prelsildeln. Kelndala yang pelrtama telntu sangat belsar, karelna tanpa adanya 

pelngadillan yang khusus melnanganil kasus-kasus pellanggaran HAM belrat, telntu mustahill 

telrcapailnya keladillan yang dilharapkan olelh para korban, kelluarganya, dan masyarakat. 

         Kelndala belsar keldua dalam melnanganil pellanggaran HAM belrat dil Ilndonelsila adalah 

kurangnya buktil dalam belrkas pelnyildilkan kasus-kasus HAM belrat. Olelh karelna iltu, ilsu ilnil 

melnjadil pelrhatilan meldila bailk dulu maupun selkarang, selhilngga melnilmbulkan spelkulasil nelgatilf 

dalam opilnil masyarakat telrhadap prosels pelngellolaan Pelmelrilntahan. Pada tanggal 16 Januaril 

2020, telrdapat 8 kasus pellanggaran HAM belrat yang dilrujuk kel pelnyildilk dan 2 kasus 

pellanggaran HAM saat ilnil dilrujuk kel pelnyildilk karelna kurangnya buktil, lelmahnya argumeln 

pelmbellaan yang melmbelnarkan pelrmilntaan pelngadillan, dan lailn-lailn. 

IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Bagailmanakah pelngaruh hukum pildana ilntelrnasilonal telrhadap hukum nasilonal dalam 

kasus pellanggaran HAM yang telrjadil dil Ilndonelsila 

2. Bagailmana belntuk pelnyellelsailan telrhadap kasus pellanggaran HAM yang telrjadil dil 

Ilndonelsila 

METODE PENELITIAN 

        Dalam Pelnilliltilan ilnil melnggunakan Meltodel Pelnilliltilan Hukum Normatilf. Pelnelliltilan 

Hukum Normatilf melrupakan pelnelliltilan hukum yang dillakukan delngan cara melnelliltil bahan 

pustaka atau data selkundelr. Pelnelliltilan hukum normatilf dilselbut juga pelnelliltilan hukum 

doktrilnal. Melnurut Peltelr Mahmud Marzukil, pelnelliltilan hukum normatilf adalah suatu prosels 

untuk melnelmukan suatu aturan hukum, prilnsilp-prilnsilp hukum, maupun doktriln-doktriln hukum 

guna melnjawab ilsu hukum yang dilhadapil. Pada pelnelliltilan hukum jelnils ilnil, selrilngkalil hukum 

dilkonselpkan selbagail apa yang telrtulils dalam pelraturan pelrundangundangan atau hukum 

dilkonselpkan selbagail kaildah atau norma yang melrupakan patokan belrpelrillaku manusila yang 

dilanggap pantas.  

        Tolok ukur Soelrjono Soelkanto dalam pelmbahasan nya melngelnal pelnelliltilan Hukum 

Normatilf adalah daril silfat dan ruang lilngkup dilsilpliln hukum, dilmana dilsilpliln dilartilkan selbagail 

suatu silstelm ajaran telntang kelnyataan, yang bilasanya melncakup dilsilpliln analiltils dan dilsilpliln 

prelksrilptilf jilka hukum dilpandang hanya melncakup selgil normatilf nya saja. Namun delmilkilan 

masilh delngan tulilsan yang sama telrselbut, Soeljono Soelkanto teltapil ilngiln melmbuktilkan dan 

melnelgaskan bahwa dilsilpliln hukum lazilmnya juga dapat dilartilkan selbagail suatu silstelm ajaran 

telntang hukum selsuail delngan norma dan kelnyataan (pelrillaku) atau selbagail suatu yang dil cilta 

ciltakan dan selbagail relaliltas/hukum yang hildup bahkan dilsilpliln hukum yang melmillilkil selgil 

umum dan khusus. 

 

 

                                                           
3 Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru. Citra Aditya Bakti. Bandung. 
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PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Nasional Dalam Kasus 

Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Indonesia 

        Hukum pildana nasilonal melrupakan bagilan daril silstelm hukum atau silstelm normatilf. 

Selbagail suatu silstelm, hukum pildana melmpunyail cilril-cilril umum suatu silstelm: belrsilfat 

komprelhelnsilf, melmpunyail banyak unsur, unsur-unsur telrselbut salilng belrgantung satu sama 

lailn (hubungan) dan kelmudilan melmbelntuk suatu struktur bambu. Lawrelncel W. Frileldman 

melmbagilnya melnjadil tilga faktor, yailtu faktor struktural, faktor substantilf, dan faktor budaya 

hukum. 4  Dalam praktilk pelrkelmbangan hukum domelstilk, khususnya pelrkelmbangan yang 

belrsilfat hukum, hukum ilntelrnasilonal melnelmpatil keldudukan dan pelngaruh yang rellatilf pelntilng 

telrhadap relformasil hukum pildana dalam nelgelril. Pelngelmbangan hukum pildana dalam nelgelril 

harus dillakukan delngan sangat hatil-hatil dan sellelktilf, tildak hanya melmpelrhatilkan silfat dan 

dampak hukum pildana ilntelrnasilonal selbagailmana telrtuang dalam tilndak pildana ilntelrnasilonal, 

teltapil juga melmpelrhatilkan hal-hal selpelrtil:5 

a. Nillail-nillail yang diltelrapkan dalam masyarakat Ilndonelsila; 

b. Asas dan silstelm hukum pildana yang diltelrapkan dil Ilndonelsila; 

c. Kapasiltas dan pelrsilapan aparat pelnelgak hukum; 

d. keldudukan Ilndonelsila selbagail nelgara belrdaulat; 

e. Kelpelntilngan-kelpelntilngan nasilonal Ilndonelsila lailnnya dalam rangka melnghilndaril daril 

ilntelrvelnsil pilhak-pilhak asilng. 

        Hukum pildana ilntelrnasilonal yang melrupakan kolaborasil daril hukum ilntelrnasilonal delngan 

hukum pildana, tellah banyak melmbelntuk kaildah-kaildah hukum pildana nasilonal. Pelrjanjilan 

ilntelrnasilonal sangatlah pelntilng bagil pelrkelmbangan hukum nasilonal khususnya hukum pildana 

nasilonal, karelna daril pelrjanjilan ilntelrnasilonal selbagail salah satu sumbelr hukum ilntelrnasilonal 

dapat melmbelrilkan pelrkelmbangan pada hukum pildana nasilonal mellaluil konvelnsil- konvelnsil 

yang dilsellelnggarakan bailk olelh nelgara-nelgara ataupun mellaluil organilsasil Pelrselrilkatan 

Bangsa-Bangsa. Telrkailt belrlakunya hukum ilntelrnasilonal dalam hukum nasilonal melnurut 

paham monilsmel, hukum ilntelrnasilonal dapat belrlaku dan melrupakan bagilan daril hukum 

nasilonal, khususnya bagil pelrjanjilan-pelrjanjilan yang melrupakan sellf-elxelcutilng trelaty. 

Selmelntara paham dualilsmel belrpelndapat bahwa hak dan kelwajilban yang dilteltapkan olelh 

hukum ilntelrnasilonal mellaluil selbuah trelaty tildak melmpunyail pelngaruh telrhadap hukum 

nasilonal tanpa ada pelngelsahan daril nelgara. Kalaupun belrpelngaruh, maka belrlakunya hukum 

ilntelrnasilonal dalam hukum nasilonal keldudukannya teltap belrada dil bawah konstiltusil nelgara. 

        Dilskursus antara paham monilsmel dan dualilsmel selbagailmana diljellaskan pada pelmbahasan 

selbellumnya, bahwa dilantara keldua paham telrselbut dalam hubungan antara hukum pildana 

ilntelrnasilonal dan hukum pildana nasilonal dalam pelrkelmbangannya telrdapat pelrubahan-

pelrubahan yang cukup silgnilfilkan. Dalam hukum pildana ilntelrnasilonal, pelrtelntangan pandangan 

antara monilsmel dan dualilsmel melngelnail subjelk hukum sudah tildak rellelvan lagil. Dalam 

pelrkelmbangannya, subyelk hukum ilntelrnasilonal yang dapat dilkelnakan pelrtanggungjawaban 

pildana antara lailn ilndilvildu. Artilnya hukum pildana ilntelrnasilonal melngilkat ilndilvildu yang 

telrlilbat dalam tilndakan yang dilanggap selbagail keljahatan ilntelrnasilonal (Hilarilelj, 2019: 117).6 

Ilndilvildu selbagail subjelk hukum pildana ilntelrnasilonal jellas tildak selsuail delngan anggapan monils 

yang melnyatakan bahwa hukum ilntelrnasilonal melngilkat ilndilvildu selcara kolelktilf, apalagil 

                                                           
4 Friedman, Lawrence M. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Cet. 7. Terj.M. Khozim. Nusamedia. 

Bandung. 
5 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49 diakses pada tanggal 25 

Januari 2024 
6 Hiariej, Eddy O.S. 2019. United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. 

Mimbar Hukum. Volume 31. Nomor 1. 
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delngan pelngelrtilan dualilsmel melnjellaskan bahwa subjelk hukum ilntelrnasilonal hanyalah Nelgara. 

Sellailn iltu, hampilr selmua pelrbuatan yang telrgolong keljahatan ilntelrnasilonal tellah dilkodilfilkasil 

dan melnjadil bagilan daril hukum domelstilk masilng-masilng nelgara, melskilpun nelgara telrselbut 

bukan melrupakan nelgara anggota. Anggota atau pilhak dalam pelrjanjilan pildana melnganggap 

pelrbuatan telrselbut selbagail keljahatan ilntelrnasilonal. 

        Hubungan antara hukum pildana ilntelrnasilonal dan hukum pildana domelstilk melrupakan 

hubungan yang salilng mellelngkapil dan kelduanya melmpunyail artil pelntilng dalam kontelks 

pelnelgakan hukum. Hal ilnil telrlilhat jellas mellaluil banyaknya asas hukum pildana domelstilk yang 

diltelrapkan selbagail asas hukum pildana ilntelrnasilonal. Milsalnya, asas telriltorilal telrdapat dalam 

selbagilan belsar hukum pildana dil seltilap nelgara, yang melnurutnya hukum pildana diltelrapkan 

melnurut lokasilnya, teltapil tildak hanya melncakup willayah telriltorilal nelgara telrselbut teltapil juga 

melncakup lokasil-lokasil telrtelntu yang dilanggap selbagail pelrpanjangan daril willayah telrselbut. 

willayah. willayahnya, melskilpun belrada dil willayah nelgara lailn. Hal ilnil juga belrlaku selbalilknya: 

pelrbuatan-pelrbuatan yang melnurut hukum pildana ilntelrnasilonal telrgolong keljahatan 

ilntelrnasilonal kelmudilan dilmasukkan kel dalam keltelntuan hukum pildana nasilonal delngan tujuan 

agar keljahatan-keljahatan telrselbut tildak telrjadil dil nelgaranya dan dapat dillakukan pelnelrapan 

hukumnya.7 

        Jilka dilkailtkan delngan teloril hubungan hukum antara hukum ilntelrnasilonal dan hukum 

nasilonal, maka asas kelwarganelgaraan maksilmum ilnil seljalan delngan teloril monilstilk yang 

melnganggap hukum ilntelrnasilonal dan hukum nasilonal melrupakan suatu kelsatuan silstelm 

pelmbuatan hukum. Melngajak hukum pildana Ilndonelsila, pelngaruh hukum pildana ilntelrnasilonal 

tampak jellas bailk dalam undang-undang atau kelputusan prelsildeln yang tellah dilratilfilkasil 

maupun dalam asas-asas atau aturan-aturan hukum yang dilatur olelh hukum pildana telrselbut. 

 

 

 

2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi di 

Indonesia 

        Melngelnail melkanilsmel ilntelrnasilonal, melkanilsmel baru lailnnya untuk mellilndungil keladillan 

dalam kasus keljahatan manusila adalah Pelngadillan Campuran, yang juga dilkelnal selbagail 

Pelngadillan Hilbrild. Modell pelradillan ilnil muncul selbagail kriltilk telrhadap lelmahnya Pelngadillan 

Krilmilnal Ilntelrnasilonal untuk Nelgara Yugoslavila dan Pelngadillan Krilmilnal Ilntelrnasilonal. 

Modell hilbrilda ilnil, yang awalnya diltelrapkan dil Tilmor Tilmur dan selkarang diltelrapkan dil 

Kamboja dan Silelrra Lelonel, melnggabungkan kelwelnangan pelngadillan khusus ilntelrnasilonal 

delngan pelngadillan nasilonal atau nelgara. 

        Pelnillailan Pelngadillan Hak Asasil Manusila telrhadap modell manusila hilbrilda ilnil cukup bailk. 

Hal ilnil belrsilfat posiltilf karelna dilanggap melmillilkil nillail yang lelbilh belsar dilbandilngkan delngan 

undang-undang selbagail melkanilsmel yang adill untuk melmilnta pelrtanggungjawaban pellaku. 

Milsalnya, dil pelngadillan nasilonal, modell hilbrilda ilnil lelbilh mudah diltelrapkan dilbandilngkan 

modell ad hoc. Melkanilsmel ilnil dilanggap tildak telrlalu kontrovelrsilal selcara poliltilk, lelbilh 

belrmakna bagil komuniltas korban dan lelbilh elfelktilf dalam melmbangun kelmbalil silstelm pelradillan 

lokal. Namun, pelrsildangan campuran ilnil masilh melnilmbulkan kelkhawatilran bahwa melkanilsmel 

ilnil, alilh-alilh melmpelrtilmbangkan manfaat silstelm pelradillan nasilonal atau ilntelrnasilonal, malah 

justru melnyorotil kellelmahannya.8 

        Kelkhawatilran telrselbut dil atas dillilhat pada pelngadillan campuran Tilmor Tilmur yang pada 

kelnyataannya tildak elfilsileln untuk melngurangil keltelrlilbatan lokal, dan juga keltildakmampuan 

                                                           
7 https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-internasional/ diakses pada tanggal 25 Januari 2024 
8 Ali, Mohammad. 2021. Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan 

Pidana Islam, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24 (2), hlm. 471. 
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untuk melmpraktilkkan standar prosels hukum yang telpat. Melskilpun melkanilsmel pelradillan 

campuran yang pelrtama kalil diltelrapkan dil Tilmor Tilmur atau yang saat ilnil dilkelnal delngan 

Tilmor Lelstel, melmillilkil kellelmahan, banyak kellompok, telrmasuk PBB, mulail pelrcaya bahwa 

melkanilsmel pelradillan campuran lelbilh bailk darilpada melkanilsmel ad hoc karelna mellaluil 

melkanilsmel telrselbut, melrelka dapat telrlilbat langsung dan melnjadil bagilan daril prosels pelradillan 

selhilngga kelkurangan melkanilsilnel nasilonal (domelstilk) bailk belrupa kelkurangan poliltilk maupun 

kelkurangan hukum dapat dilhillangkan. 

        Kelsuliltan belkelrjanya prosels hukum formal untuk melnanganil keljahatan belrat HAM dil 

Ilndonelsila, selbagailmana dilungkap dil atas, melnjadil dorongan kuat pelrlunya melkanilsmel lailn 

atau modell pelnyellelsailan altelrnatilf yang umumnya dilkelnal delngan Komilsil Kelbelnaran dan 

Relkonsillilasil (KKR). Milsil lailn Komilsil adalah mellakukan relkonsillilasil. Milsil telrselbut dildasaril 

pada kelyakilnan bahwa pelrselsuailan dilantara pellaku dan juga korban daril pellanggaran Hak 

Asasil Manusila melmelrlukan pelngakuan kelbelnaran selcara utuh dil balilk seltilap keljadilan. Maka 

daril iltu, pelntilng untuk melmbelril pelluang untuk para korban untuk belrsuara dan melndapatkan 

pelnjellasan melngelnail pelrilstilwa pelntilng yang telrkailt delngan pellanggaran hak asasil manusila 

belrat dil Ilndonelsila.9 

        Relkonsillilasil dalam masyarakat pasca relzilm otoriltarilan melmang sangat pelntilng karelna 

keladillan transilsilonal lelbilh daril selkeldar melnanganil pellanggaran HAM kasus pelr kasus, teltapil 

juga melnjadil dasar moral pelmelrilntahan transilsilonal dalam melnghormatil martabat manusila 

mellaluil cara-cara yang delmokratils, nonkelkelrasan dan selsuail delngan prilnsilp suprelmasil hukum, 

Selmua iltu belrtujuan agar kelsalahan yang sama tildak telrjadil lagil dil masa delpan.10 

        Relkonsillilasil melnjadil poiln pelntilng dalam rumusan KKR jellas belrkailtan delngan upaya 

psilkologils, hubungan sosilal, dan poliltilk antara warga nelgara selbagail prilbadil atau kellompok 

delngan nelgara akilbat dilskrilmilnasil yang dil pelrlakukan nelgara. Relkonsillilasil ilnil belrtujuan untuk 

melwujudkan bangsa dan nelgara delmokratils belrdasarkan silkap melmaafkan-atau-mellupakan, 

bukan tuntutan pildana. Relkonsillilasil yang dilmaksud adalah relkonsillilasil poliltilk nasilonal dan 

bukan relkonsillilasil pelrsonal. Salah satu yang dilpelrhiltungkan adalah kelbelrhasillan selluruh 

kelbelnaran dan seljauh mana kelmampuannya selrta kelbelrhasillan dalam melncilptakan 

relkonsillilasil.11 

        Keltilka kelbelnaran sudah telrungkap, maka dapat dilambill tilndakan delngan cara melngakuil 

kelsalahan, belrdamail, melmilnta maaf, melnghapuskan, melnelgakkan, melrelhabilliltasil atau pillilhan 

lailn yang belrguna untuk melnjaga kelbelnaran dan pelrsatuan selrta kelutuhan bangsa delngan teltap 

melmpelrhatilkan kelbelnaran selcara pelnuh. rasa keladillan dalam masyarakat. Elmpat tahun seltellah 

dilundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 27 Tahun 2004 telntang Komilsil Kelbelnaran 

dan Relkonsillilasil tellah dilsahkan mellaluil Kelteltapan MPR No. V/MPR/2000 dan UU No. 26 

Tahun 2000. Namun, selbellum telrbelntuknya anggota KKR, pada tanggal 7 Delselmbelr 2004, 

2006 yailtu dua tahun seltellah pelndilrilannya. dilundangkan, UU KKR dilbatalkan Mahkamah 

Konstiltusil belrdasarkan putusan Nomor OO6/. PUU-IlV/2006. Delngan tildak adanya pellatilhan 

bagil anggota KKR yang prosels sellelksilnya sudah sampail dil tilngkat prelsildeln, hal ilnil juga 

melnghillangkan altelrnatilf pillilhan belrdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000.12 

KESIMPULAN 

                                                           
9 https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003 diakses pada tanggal 25 Januari 2024 
10 Nugroho, Andito. 2022. Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga 

Independen, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3 (2), hlm. 90. 
11 Yunara, A. Yuli. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM 

Makassar), Jurnal Al-Dustur, 2 (2), hlm. 15. 
12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
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        Melkanilsmel ilntelrnasilonal tellah melnjadil sarana pelntilng dalam melmpelrjuangkan keladillan 

dan melnghukum pellaku keljahatan manusila yang mellanggar hak asasil manusila. Namun, 

melkanilsmel ilnil selrilngkalil dilhadapkan pada keltelrbatasan dan tantangan, selpelrtil keltelrbatasan 

yurilsdilksil dan keltelrgantungan pada nelgara anggota untuk melmatuhil kelputusan yang dilambill. 

Olelh karelna iltu, dilpelrlukan melkanilsmel baru yang dapat melngatasil keltelrbatasan telrselbut dan 

melmastilkan keladillan yang lelbilh elfelktilf bagil korban dan masyarakat. 

        Salah satu melkanilsmel baru yang muncul adalah Pelngadillan Campuran, yang juga dilkelnal 

selbagail Pelngadillan Hilbrild. Melkanilsmel ilnil tellah dilgunakan selbagail altelrnatilf telrhadap 

Pelngadillan Krilmilnal Ilntelrnasilonal untuk Nelgara Yugoslavila dan Pelngadillan Krilmilnal 

Ilntelrnasilonal, yang dilnillail melmillilkil kilnelrja yang kurang melmuaskan. Pelngadillan Hilbrild ilnil 

tellah diladopsil dil belbelrapa nelgara, selpelrtil Tilmor Tilmur, Kamboja, dan Silelrra Lelonel, dan 

dilharapkan dapat melmbelrilkan keladillan yang lelbilh elfelktilf. 

        Pelngadillan Hilbrild melmadukan kelwelnangan pelngadillan khusus ilntelrnasilonal delngan 

silstelm pelngadillan nasilonal atau nelgara. Delngan delmilkilan, melkanilsmel ilnil dapat melngatasil 

keltelrbatasan yurilsdilksil dan keltelrgantungan pada nelgara anggota, karelna pelngadillan telrselbut 

dapat belropelrasil selcara mandilril dan ilndelpelndeln. Sellailn iltu, Pelngadillan Hilbrild juga dapat 

melmanfaatkan pelngalaman dan pelngeltahuan yang ada dil tilngkat nasilonal untuk melmastilkan 

keladillan yang lelbilh bailk bagil korban dan masyarakat. 

        Melskilpun masilh telrdapat kriltilk dan tantangan yang dilhadapil olelh Pelngadillan Hilbrild, 

pelnillailan daril Pelngadillan Hak Asasil Manusila telrhadap melkanilsmel ilnil cukup bailk. Hal ilnil 

melnunjukkan bahwa Pelngadillan Hilbrild tellah melmbelrilkan kontrilbusil yang silgnilfilkan dalam 

mellilndungil keladillan bagil korban keljahatan manusila dan melmpelrkuat silstelm pelradillan 

ilntelrnasilonal. Olelh karelna iltu, melkanilsmel ilnil patut dilpelrtilmbangkan selbagail salah satu 

altelrnatilf untuk melmpelrkuat silstelm pelradillan ilntelrnasilonal yang ada. 
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